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ABSTRAK

DEWI UMAINA MA’SUM. S82120043. PENGARUH KOMPENSASI
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kualitas
pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah 44 orang, dengan metode analisis data menggunakan analisis
regresi linier sederhana. Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh
terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara
sebesar 0,730 atau 73,0%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum semua ,,
pegawai diberi kompensasi berupa perumahan yang memadai, kemudian belum
semua pegawai merasakan lingkungan kerja yang menyenangkan, seperti ruangan
kerja yang nyaman dan teknologi yang canggih, serta belum semua p:,g":wcn
mendapat fasilitas kendaraan untuk mempermudah aktivitasnya.

Kata kunci: kompensasi, kualitas pelayanan publik



ABSTRACT

DEWI UMAINA MA'SUM. 52120043. THE EFFECT OF COMPENSATION
ON PUBLIC SERVICE QUALITY IN THE SOCIAL OFFICE OF NORTH
GORONTALO REGENCY

This study aims to find the effect of compensation on public service quality in the
Sacial Office of North Gorontalo Regency. It uses a quantitative approach with a
survey method. The number of samples in this study consists of 44 people with the
data analysis method using simple linear regression analysis. The results of this
study show that compensation affects public service quality in the Social Office of.
North Gorontalo Regency by 0.730 or 73.0%. It also indicates that not all
apparatuses are compensated with adequate housing and a pleasanl work
environment, such as a comfortable workspace with sophisticated technology, and
a vehicle to facilitate their activities.

Keywords: compensation, public service quality
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik itu
pemerintah pusat maupun daerah, merupakan bentuk jasa untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebenarnya pelayanan publik
yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah mempunyai tujuan untuk
memenuhi apa yang dibutuhkan warga masyarakat, di samping itu juga untuk
menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat. Olehnya itu, karena
pelayanan publik merupakan ranah tempat bergantung banyak pihak untuk
menyelesaikan masalah masyarakat (publik) secara rasional dalam arti dapat
diterima oleh berbagai kelompok kepentingan yang terlibat, maka salah satu cara
untuk melaksanakan pelayanan publik ialah melalui kebijakan publik. Dalam hal
ini, kebijakan publik harus dikembangkan sebagai alat untuk mengedepankan
perubahan pada sektor pelayanan publik, schingga pergerakan reformasi

pelayanan publik dapat bergerak lebih cepat.

Dalam bidang pemerintahan, masalah pelayanan mempunyai peran yang
besar karena menyangkut kepentingan umum yang diselenggarakan oleh
pemerintah dengan melibatkan seluruh aparat pegawai sebagai abdi masyarakat.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
pelayanan publik adalah barang, jasa, dan/atau layanan pemerintah yang
disediakan oleh suatu penyelenggara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan setiap warga negara dan penduduk. Menurut Pasal 5 Undang-Undang



Nomor 25 Tahun 2009, ruang lingkup pelayanan publik meliputi barang dan jasa
publik, serta pelayanan administrasi yang diatur dengan peraturan perundang-
undangan. Sektor ini meliputi pendidikan, pendidikan, ketenagakerjaan dan
perekonomian, perumahan, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup,
kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam,
pariwisata dan bidang-bidang strategis lainnya dalam kebijakan publik
sebelumnya.

Pelayanan publik merupakan salah satu alat kebijakan pemerintah dalam
upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan investasi untuk meningkatkan
sumber daya manusia. Hal ini akan berdampak pada produktivitas masyarakat di
masa depan, dan pada saat yang sama pelayanan publik akan mencakup langsung
konsumsi dasar yang merupakan tujuan kebijakan pemerintah untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ketika memahami makna pelayanan, maka tidak bisa melepaskannya dari
persoalan kepentingan umum yang menjadi akar permasalahannya. Kepentingan
masyarakat dikaitkan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, namun
dalam perkembangan selanjutnya pelayanan juga timbul melalui kewajiban
sebagai bentuk proses pengelolaan organisasi. Setiap organisasi, baik pemerintah
maupun non-pemerintah, memiliki tujuan pelayanan yang ditetapkan pada saat
berdirinya organisasi tersebut. memuaskan masyarakat melalui penyediaan
layanan yang berkualitas. Tentunya untuk mencapai hal tersebut, organisasi perlu

didukung oleh personel yang memiliki kualitfikasi dalam menjalankan tugasnya.



Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sebagai salah satu instansi
pemerintah yang diberi tugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, juga sedang
berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Kualitas
pelayanan bagi masyarakat merupakan bentuk menyesuaikan diri. Masyarakat
yang memutuskan bagaimana kualitas dimaksud, apa yang dianggap penting.
Masyarakat mempertimbangkan dampaknya suatu kualitas pelayanan. Hal ini
berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau
persepsi pihak Dinas Sosial selaku penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut
pandang atau persepsi masyarakat. Masyarakatlah yang mengkomsumsi dan
menikmati jasa pelayanan Dinas Sosial, sehingga merekalah yang seharusnya
menentukan kualitas jasa. Persepsi masyarakat terhadap kualitas jasa merupakan

penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa.

Namun dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara,
masih terdengar berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak
pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum dapat
memenuhi harapan semua pihak. Isu pelayanan masyarakat yang diberikan oleh
aparatur pemerintah sendiri seringkali menimbulkan ketidakpastian masyarakat.
Berdasarkan hasil pengamatan empirik menunjukkan tidak adanya pelayanan
yang memadai antara lain karena (a) pelayanan yang diberikan oleh pegawai
kurang akurat, (b) kurangnya kecepatan dan ketepatan waktu dalam melakukan
pekerjaan, (c) pengorganisasian tugas pelayanan belum serasi, sehingga terjadi

kesimpangsiuran penanganan tugas karena tidak ada yang menangani, (d) tidak



tersedianya sarana pelayanan yang memadai, dan (d) pemberian kompensasi

kepaga pegawai masih dirasa kurang efektif.

Salah satu cara manajemen meningkatkan kualitas pelayanan aparaturnya
adalah dengan pemberian kompensasi. Rivai (2018:357) mengatakan bahwa
kompensasi merupakan sesuatu yang diterima pegawai sebagai pengganti
kontribusi jasa mereka peda organisasi. Pemberian kompensasi merupakan salah
satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan
dengan semua jenis penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan
tugas keorganisasian. Dengan demikian, kompensasi dapat dikatakan sebagai
sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa untuk mereka. Sebelum
kompensasi diberikan, terlebih dahulu dilakukan proses kompensasi, yaitu suatu
jaringan berbagai sub-proses untuk memberikan balas jasa kepada aparatur untuk
pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar mencapai prestasi yang
diinginkan. Kompensasi sering juga diartikan sebagai balas jasa yang diberikan
oleh instansi atau organisasi-organisasi kepada aparatur yang dapat dinilai dengan
materi maupun non materi seperti promosi jabatan, fasilitas rumah, kendaraan dan
lain sebagainya.

Tercapainya tujuan Dinas Sosial hanya dimungkinkan karena upaya para
pelaku yang terdapat pada organisasi tersebut. Dalam hal ini terdapat hubungan
yang erat antara kinerja perorangan dengan kinerja lembaga atau kinerja
organisasi. Sehingga bila kinerja pegawai baik, maka kemungkinan besar kinetja
organisasi juga baik. Kinerja seorang pegawai akan baik bila dia mempunyai

keahlian yang tinggi, bersedia bekerja karena kompensasi berupa gaji sesuai



dengan perjanjian, mempunyai harapan masa depan lebih baik. Kompensasi
merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya kompensasi seseorang
mau menjadi aparatur dari suatu organisasi. Masalah kompensasi bukan hanya
penting karena merupakan dorongan utama seseorang ingin menjadi aparatur
pemerintah, akan tetapi masalah kompensasi ini besar pengaruhnya terhadap
disiplin kerja aparatur. Dengan demikian setiap organisasi harus dapat
menetapkan kompensasi yang paling tepat sehingga dapat menopang tercapainya
tujuan organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien. Samsudin (2019:187)
mengatakan bahwa pemberian kompensasi dapat meningkatkan kualitas atau
kinerja pegawai. Oleh karena itu, perhatian organisasi terhadap pengaturan
kompensasi secara rasional dan adil sangat diperlukan. Bila pegawai memandang
pemberian kompensasi tidak memadai, kinerja, motivasi maupun kepuasan kerja
mereka cenderung akan menurun

Kompensasi diperlukan untuk mendorong karyawan merasa bertanggung jawab
dan terlibat dengan organisasi dengan cara yang berorientasi pada kinerja. Tujuan
pemberian kompensasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai,
meningkatkan disiplin pegawai dan kualitas kinerja, serta mendorong mercka
untuk bekerja lebih keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk kompensasi adalah tunjangan yang dimaksudkan untuk
mendorong karyawan mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka
panjang (Flippo dalam Subawa, 2017). Masalah kompensasi menjadi penting
bukan hanya karena merupakan motivator utama seseorang untuk menjadi

karyawan, tetapi juga karena kompensasi yang ditawarkan mempunyai dampak



yang signifikan terhadap disiplin, semangat, dan kenikmatan kerja karyawan.
Oleh karena itu, program kompensasi setidaknya mencakup tiga komponen utama
pendapatan atau manfaat: hadiah dalam bentuk uang, manfaat dalam bentuk
natura dan tip, tunjangan atau insentif seperti pertemuan, dan pensiun.Dan faktor
lingkungan antara lain ketersediaan peralatan kerja yang lengkap, penyediaan
suasana dan perlengkapan kantor yang nyaman, lapangan olah raga, peralatan
pendukung lainnya seperti fitnes.

Dari uaraian permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, membuat penulis
merasa berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul:
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO UTARA.

1.2. Rumusan masalah

Dari uraian permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut:
Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas

Sosial Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3. Maksud dan tujuan penelitian
1.3.1.Maksud penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai pengaruh
kompensasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten

Gorontalo Utara.



1.3.2.Tujuan Penelitian
penelitian ini bertujuan:
Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kualitas pelayanan publik

di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini:
1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan konsep manajemen
sumber daya manusia aparatur, terutama mengenai konsep kompensasi dan
konsep kualitas pelayanan publik.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran untuk Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo Utara, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik oleh aparaturnya, dalam kaitannya dengan pemberian kompensasi yang
tepat agar pegawainya memiliki keinginan untuk bekerja lebih baik lagi.
3. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti berikutnya
yang ingin meneliti mengenai kompensasi dan kualitas pelayanan publik.
Kemudian untuk peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan
perbandingan antara konsep manajemen sumber daya aparatur yang diterima di

bangku perkuliahan dengan fakta yang terjadi di lapangan.






BABI1
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kompensasi
2.1.1 Konsep kompensasi

Kompensasi bukanlah masalah sederhana, akan tetapi cukup kompleks
sehingga setiap organisasi hendaknya dapat mempunyai suatu pedoman dalam
menetapkan kompensasi yang tepat. Dengan tuntutan hidup yang lebih besar
belakangan ini, maka balas jasa yang setimpal atau adanya balas jasa yang
sebanding dengan prestasi kerja yang diberikan selalu merupakan idaman setiap
aparatur.
Dessler mengatakan dalam Samsudin (2019: 187) bahwa balas jasa adalah segala
bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada secorang pegawai dan
timbul karena pekerjaan pegawai itu. Ada dua aspek kompensasi.
Pertama, pembayaran finansial langsung berupa upah, gaji, insentif, komisi, dan
bonus.
Kedua, ada pembayaran tidak langsung dalam bentuk keuntungan finansial seperti
asuransi yang dibayar perusahaan dan tunjangan hari raya. Selanjutnya Samsudin
(2019:187) menyatakan bahwa pemberian reward dapat meningkatkan prestasi
kerja dan meningkatkan motivasi pegawai. Oleh karena itu, sangat penting bagi
organisasi atau dunia usaha untuk memperhatikan pengaturan kompensasi yang
masuk akal dan adil. Ketika karyawan merasa bahwa mereka diberi kompensasi
yang tidak memadai, kinerja kerja, motivasi, dan kepuasan kerja mereka

cenderung menurun,



Kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para pegawai
sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan (Mondy dalam Sadikin, dkk.
2020:166). Latar belakang dari pemberian kompensasi ini adalah sebagai daya
tarik, pembentuk motivasi, dan upaya utama dalam penyejahteraan pegawai, agar
mereka tetap loyal dan berkontribusi secara maksimal dalam suatu organisasi.
Selain memberikan variasi, penghargaan juga harus adil dan pantas untuk
memotivasi karyawan agar bekerja sama mencapai tujuan
perusahaan.Sebagaimana dikemukakan oleh Marwansyah (2016, p.269),
remunerasi adalah setiap kompensasi atau imbalan langsung atau tidak langsung,
baik berupa uang maupun non-moneter, yang merupakan imbalan, sumbangan,
atau imbalan terhadap pencapaian tujuan perusahaan atau sebagai suatu jasa yang
bersifat adil dan sesuai dengan karyawannya. Dan menurut Mondy dan Noe dalam
Marwansyah (2016:269) kompensasi adalah sejumlah hadiah yang diberikan
kepada pegawai sebagai imbalan atas jasanya.

Pentingnya kompensasi secara keseluruhan adalah untuk menarik,
mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Lebih lanjut Wibowo (2016, p.271)
menyatakan bahwa kompensasi adalah sejumlah paket yang ditawarkan suatu
organisasi kepada karyawannya sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya.
Tentu saja, segala bentuk kompensasi yang ditawarkan oleh suatu organisasi dapat
diberikan sebagai bagian dari paket yang mencakup berbagai bentuk kompensasi
berdasarkan kebutuhan masing-masing individu dan imbalan yang sesuai untuk

setiap individu.
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Pemberian kompensasi dianggap sebagai kewajiban suatu organisasi,
perusahaan, atau usaha patungan kecil. Di sisi lain, persyaratan organisasi terhadap
karyawan juga harus selaras dengan kompensasi (Mondiani, 2012). Mereka merasa
puas bila jumlah kompensasi sebanding dengan jumlah kompensasi sebenarnya,
dan tidak puas bila jumlah kompensasi sebenarnya lebih rendah dari jumlah
kompensasi yang seharusnya mereka terima.

Kompensasi berarti pendapatan yang diperoleh dalam bentuk uang,
langsung atau tidak langsung, sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada
suatu organisasi. (Kasenda, 2013) Sebaliknya menurut Suwatno dan Priansa (2019:
220), kompensasi mempunyai arti yang luas dan tidak hanya berupa gaji dan upah
saja, namun juga dapat berupa fasilitas perumahan. Perlengkapan kendaraan,
seragam, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan banyak
tunjangan lainnya dinilai dalam bentuk uang dan biasanya dibayarkan secara
permanen kepada karyawan. Dalam Swatno dan Prianga Stone (2019: 220),
remunerasi adalah segala bentuk pembayaran yang diberikan kepada seorang
karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang diberikannya kepada manajer.
Selanjutnya dalam Suwatno dan Priansa (2019: 220), Bapak Flippo menyatakan
bahwa remunerasi adalah pemberian kompensasi yang pantas dan adil kepada
karyawan atas kontribusinya terhadap keberhasilan organisasi.

Dari pengertian tersebut kita melihat ada dua pihak yang berbeda tugas dan
tanggung jawabnya, namun saling mempengaruhi dan menentukan.

Pihak pertama adalah pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

melakukan kegiatan yang disebut pekerjaan.
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Pihak kedua adalah organisasi yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab
untuk memberikan penghargaan dan imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh pihak pertama.

Adapun, Nawawi (2018:313) mengatakan bahwa kompensasi bagi
organisasi berarti penghargaan/ganjaran pada para pegawai yang telah
memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang
disebut bekerja. Selanjutnya, Nawawi (2018:316) mengatakan bahwa kompensasi
yang diterima oleh pegawai dapat berupa:

1) Kompensasi langsung

Kompensasi langsung adalah bonus/remunerasi yang dibayarkan secara berkala
dalam jangka waktu tertentu, disebut juga gaji atau upah. Upah atau gaji juga
mencakup pembayaran dalam bentuk tunai atau barang yang diterima seorang
karyawan untuk melaksanakan tugasnya. Pembayaran atas jasa yang diberikan
oleh seseorang kepada orang lain juga dianggap sebagai upah.

Selanjutnya pengertian itu dilengkapi pula dengan mengetengahkan fungsi
upah yang mengatakan “berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang
layak bagi kemanusiaan dan produksi yang diyatakan atau dinilai dalam bentuk
uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan,
yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan

penerima kerja”.
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2) Kompensasi tidak langsung

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagi hasil/keuntungan lain
kepada karyawan selain gaji atau upah perusahaan. Misalnya Thr, Bayar
Liburan, dll. Dengan kata lain kompensasi tidak langsung merupakan
program pemberian penghargaan/imbalan dalam variasi yang besar,
misalnya sebagai bagian dari keuntungan organisasi. Selain contoh di atas,
bisa juga pemberian asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan lain
sebagainya,
2.1.2 Asas kompensasi
Organisasi harus menetapkan program kompensasi berdasarkan prinsip
keadilan dan prinsip kewajaran dan keadilan, dengan mempertimbangkan undang-
undang ketenagakerjaan yang berlaku. Organisasi harus memperhatikan
keseimbangan antara kondisi internal dan eksternal untuk menjamin kepuasan
karyawan dan tetap termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang baik untuk
organisasi.
Menurut Suwatno dan Priansa (2019:220) asas-asas yang penting untuk

diterapkan dalam pemberian kompensasi ialah:

1. Asas keadilan

Besaran remunerasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung
jawab, dan jabatan. Karena kompensasi mempengaruhi perilaku pegawai dalam
suatu organisasi, maka pemberian kompensasi yang tidak berdasarkan prinsip

keadilan akan mempengaruhi kondisi kerja pegawai.
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Prinsip keadilan berarti bahwa karyawan yang melakukan pekerjaan dengan bobot
yang sama harus diberi imbalan yang sama. Dengan kata lain, seorang karyawan
pada suatu jenis pekerjaan menerima tingkat kompensasi yang relatif sama dengan
karyawan pada jenis pekerjaan lain yang melakukan pekerjaan yang sama sulitnya.
Untuk mendapatkan kompensasi yang layak, Anda perlu meminimalkan keluhan
dan ketidakpuasan karyawan. Karyawan bisa saja merasa iri ketika mengetahui
bahwa kompensasi yang diterimanya tidak sesuai dengan gaji karyawan lainnya
untuk jumlah pekerjaan yang sama, sehingga dapat mempengaruhi suasana kerja
dan produktivitas karyawan dalam bekerja.

Kompensasi yang adil bukan berarti seluruh karyawan menerima kompensasi yang
sama. Namun baik evaluasi maupun perilaku didasarkan pada prinsip keadilan,
dengan bonus dan hukuman yang diberikan kepada setiap karyawan. Oleh karena
itu, terciptalah suasana kerjasama yang baik, etos kerja, disiplin, loyalitas dan
stabilitas yang lebih baik, berdasarkan prinsip keadilan.

2. Asas kelayakan dan kewajaran

Suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya. Meskipun tolak ukur
layak sangat relatif, perusahaan dapat mengacu pada batas kewajaran yang sesuai
dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah dan aturan lain secara
konsisten. Kompensasi yang diterima karyawan harus adil dan sesuai untuk
memenuhi  kebutuhan dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, tingkat
remunerasi mencerminkan status, evaluasi, dan kepuasan terhadap kebutuhan

karyawan dan keluarganya. Sebaliknya, remunerasi yang sesuai berarti bahwa
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tingkat remunerasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti prestasi kerja,
pelatihan, jenis pekerjaan, risiko profesional, tanggung jawab, dan status.

Semua manajer harus terus memantau kompensasi karyawannya dan
menyesuaikannya dengan perkembangan lingkungan eksternal secara umum.

Hal ini penting guna menjaga semangat kerja karyawan tetap tinggi dan
menghindari risiko tuntutan dari karyawan, serikat pekerja, asosiasi pengusaha
dan pemerintah yang mengancam keberlangsungan kegiatan yang dilakukan
organisasi.

2.1.3 Tujuan pemberian kompensasi

Kompensasi itu sangat penting karena menyangkut kesejahteraan pegawai,
semakin tinggi tingkat kompensasi suatu organsiasi akan semakin makmur dan
sejahtera pegawai suatu organisasi tersebut, dan semakin rendah kompensasi
pegawai organisasi yang bersangkutan akan semakin terlihat nyata penderitaan
dan kemiskinan para pegawainya.

Werther dan Davis dalam Subekhi dan Jauhar (2017:178) ada beberapa
tujuan kompensasi, yaitu:

a. Memperoleh personil berkualitas ; Kompensasi perlu ditetapkan cukup
tinggi untuk mampu menarik pelamar. Tingkat pembayaran baru tanggap
terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja karena
harus bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja. Dengan sistem
kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon pegawai. Dengan
banyaknya pelamar atau calon pegawai akan lebih banyak pula peluang

untuk memilih pegawai yang terbaik.
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b. Mempertahankan pegawai yang ada ; Dengan sistem kompensasi yang

baik, para pegawai akan lebih betah bekerja pada organisasi itu. Hal ini
berarti mencegah keluarnya pegawai dari organisasi itu untuk mencari
pekerjaan yang lebih menguntungkan. Jika tingkat kompensasi tidak
kompetitif dibandingkan dengan organisasi lain, karyawan dapat berhenti,
sehingga peraturan ketenagakerjaan menjadi lebih ketat. Oleh karena itu,
perlu mempertimbangkan mana yang lebih baik dan memprioritaskan
perolehan talenta baru dan peningkatan kompensasi, yang memerlukan
pelatihan ulang.

Memastikan keadilan ; Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan
menjamin terjadinya keadilan diantara aparatur dalam organisasi. Masing-
masing aparatur akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas,
fungsi, jabatan dan prestasi kerja. Keadilan eksternal mensyaratkan bahwa
upah dikaitkan dengan nilai relatif dari pekerjaan schingga pekerjaan
serupa dibayar secara setara. Keadilan eksternal berarti membayar pekerja
dengan jumlah yang sama dengan yang diterima pekerja pada tingkat yang

sama dari organisasi lain.

d. Menghargai Perilaku yang Diinginkan ; pembayaran dimaksudkan untuk

<.

memperkuat perilaku yang diinginkan dan berfungsi sebagai insentif untuk
perilaku di masa depan. Rencana kompensasi yang efektif menghargai
kinerja, loyalitas, keahlian dan tanggung jawab.

Pemantauan Biaya ; Sistem kompensasi yang wajar membantu organisasi

mempertahankan dan mempertahankan pekerja dengan biaya yang wajar.
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Tanpa manajemen kompensasi yang efektif, pekerjaan akan dibayar lebih
atau dibayar rendah.

f. Patuhi Aturan . Sistem penggajian yang baik mengatasi tantangan hukum
pemerintah dan memastikan kepatuhan karyawan.

g. Mempromosikan saling pengertian. Sistem manajemen kompensasi harus
mudah dipahami oleh para profesional sumber daya manusia, manajer
sumber daya manusia, dan karyawan Hal ini akan memperdalam saling
pengertian dan menghindari pengambilan keputusan yang salah.

h. Mengelola Waktu dengan Lebih Efisien Program upah dan kompensasi
harus dirancang agar dapat dikelola secara efisien, meskipun tujuan ini
bersifat sekunder.

2.1.4 Indikator kompensasi

Kompensasi memiliki pengukuran dalam pemberiannya. Indikator dalam
pemberian kompensasi oleh organisasi untuk pegawai tentu berbeda-beda.
Menurut Edison, dkk (2017:152-153) indikator kompensasi terbagi menjadi dua
yaitu:

a) Kompensasi bersifat normatif
Upah pada umumnya berhubungan dengan tarif gaji perjam, dan gaji
biasanya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan dan tahunan.
Pegawai yang menerima gaji pada umumnya telah menjadi pegawai tetap
dan telah lulus dari masa percobaan Adapun tunjangan merupakan

asuransi kesehatan dan jiwa, program pensiun, liburan yang ditanggung
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organisasi dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan
kepegawaian.
b) Kompensasi bersifat kebijakan

Kompensasi bersifat kebijakan adalah kompensasi yang didasari kebijakan
dan pertimbangan khusus, seperti tunjangan profesional, tunjangan makan,
tunjangan transpor atau kendaraan, liburan, dan pemberian fasilitas.
Kompensasi berupa penyediaan fasilitas ini biasanya tidak berdiri sendiri,
tetapi sekaligus sebagai tambahan dari bentuk kompensasi uang atau
materi. Pada umumnya, jenis fasilitas yang sering disediakan oleh
berbagai organisasi, antara lain fasilitas lingkungan kerja, antar-jemput,

makan siang, dan fasilitas perumahan.

2.2 Pelayanan publik
2.2.1 Konsep pelayanan publik

Pelayanan publik yang profesional mengandung makna bahwa pelayanan
tersebut diberikan secara benar berdasarkan poeraturan yang berlaku tanpa
memandang siapa yang dilayani, dalam arti tidak membedakan antara siapa
masyarakat yang dilayaninya. Olehnya itu, dalam pemberian pelayanan publik
haruslah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Rahmayanty (2019:85) pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyelengara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan pemenuhan peraturan

perundang-undangan.
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Di sisi lain, Rohman dkk. (2017: 3) Pelayanan publik adalah pelayanan atau
pemberian yang diberikan oleh suatu badan publik, dalam hal ini pemerintah,
kepada masyarakat dalam bentuk penggunaan fasilitas umum, baik yang bersifat
pelayanan maupun non pelayanan. Dalam pemerintahan, pelaku yang memberikan
pelayanan adalah instansi pemerintah dan seluruh fasilitas kelembagaannya. Lebih
lanjut Islami dijelaskan dalam Rohman dkk. (2017: 118) memberikan beberapa
prinsip utama yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan kinerja
birokrasi pelayanan di tingkat daerah. Hal ini juga erat kaitannya dengan perbaikan
kondisi internal organisasi. Prinsip-prinsip ini meliputi:

a. Prinsip aksesibilitas. Artinya semua layanan harus mudah diakses oleh
seluruh pengguna layanan. Hal ini terkait dengan masalah lokasi, jarak, dan
pengoperasian layanan.

b. Prinsip kontinuitas. Artinya, dalam ketentuan yang mengatur proses
pelayanan, harus dilakukan upaya untuk memastikan dan secara jelas
memprioritaskan jenis layanan yang terus tersedia bagi masyarakat lokal.

c. Asas formalitas, yaitu asas ini mengacu pada proses pelayanan, dan
personel yang benar-benar memahami aspek teknis pelayanan, berdasarkan
sistem pelayanan, prosedur, dan kejelasan, keamanan, dan stabilitas
pelayanan harus diproses oleh alat.

d. Prinsip Profitabilitas. Artinya, layanan diberikan seefektif dan seefisien
mungkin, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi negara

dan masyarakat luas.
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e. Asas akuntabilitas, yaitu proses, produk dan mutu pelayanan yang
diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena
pegawat pemerintah pada hakikatnya bertugas memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakatnya.

Secara umum, penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan
pengelolaan sumber daya manusia, memerlukan kemampuan memberikan
pelayanan yang berkualitas secara cepat, tepat, dan hemat biaya. Namun, hal ini
tidak mudah. Mahmudi (2007: 213) kemudian menyatakan pelayanan publik
meliputi segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan
publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan pelayanan publik, pegawai pemerintah mempunyai
tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kebaikan bersama.

2.2.2 Kualitas pelayanan publik

Secara umum kualitas adalah suatu upaya untuk dapat memberikan yang
terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan atau menginginkan suatu barang
atau pun jasa. Kualitas merupakan keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari
suatu produk, atau jasa dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang telah ditentukanMenurut Evans dan Dean dalam Purnama
(2018:9) kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk
atau layanan menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

yang telah ditentukan atau yang bersifat laten.
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Selanjutnya, Gronroos dalam Purnama (2018:20) mengatakan bahwa
kualitas pelayanan meliputi:

a) Kualitas fungsi, yang menekankan bagaimana layanan dilaksanakan, terdiri
dari dimensi kontak dengan konsumen, sikap dan perilaku, hubungan internal,
penampilan, kemudahan akses, dan service mindedness.

b) Kaualitas teknis dengan kualitas output yang dirasakan konsumen, meliputi
harga, ketepatan waktu, kecepatan layanan, dan estetika output.

Reputasi organisasi, yang dicerminkan oleh citra organisasi dan reputasi di

mata masyarakat (konsumen).

Dengan demikian, kualitas pelayanan merupakan derajat pelayanan yang
dinilai dari keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik pelayanan dalam melaksanakan
fungsinya memenuhi kebutuhan pelanggan. Atau dapat dikatakan bahwa
kualitas/mutu merupakan keseluruhan keistimewaan suatu produk atau jasa yang
berkaitan dengan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan tertentu.

Menurut Evans dan Lindsay dalam Sunarno (2016:16) kualitas pelayanan
dapat dilihat dari berbagai sudut. Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, maka
kualitas pelayanan selalu dihubungkan dengan sesuatu yang baik/prima
(excellent). Jika kualitas pelayanan dipandang dari sudut “product based”’, maka
kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi yang spesifik dengan
variabel pengukuran yang berbeda-beda dalam memberikan penilaian kualitas
sesuai dengan karakteristik produk yang bersangkutan. Kualitas pelayanan jika
dilihat dari sudut “user based”, maka kualitas pelayanan adalah sesuatu yang

diinginkan oleh pelanggan atau tingkat kesesuaian dengan keinginan pelanggan.
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Sedangkan, jika dilihat dari “value based”, maka kualitas pelayanan merupakan
keterkaitan antara kegunaan atau kepuasan dengan harga.

Selanjutnya, Zeithaml dkk (2017:240) mengatakan bahwa terdapat lima
kesenjangan yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas
pelayanan : Pertama, persepsi manajemen dan pengguna. Hal ini terjadi karena
adanya perbedaan penilaian pelayanan menurut persepsi manajemen dan
pengguna layanan terhadap harapan layanan yang diinginkan. Kedua, persepsi
manajemen dan spesifikasi pelayanan, yaitu dikarenakan kurang memadainya
komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan, persepsi mengenai
ketidaklayakan, belum memadai standarisasi tugas serta tidak adanya penyusunan
tugas serta tidak adanya penyesuaian tujuan. Ketiga, persepsi pelayanan dan
penyampaian, yaitu disebabkan karena : ambiguitas peran, konflik peran.
Kesesuaian antara teknologi yang digunakan pegawai dalam melayani pengguna,
sistem pengendalian dari atasan, perihal sistem penilaian dan sistem imbalan.
Perceived control, dan team work. Keempat, penyampaian layanan dan
komunikasi eksternal. Hal ini sering terjadi karena tidak memadainya komunikasi
horizontal dan adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang berlebihan.
Kelima, pelayanan yang diharapkan dan dirasakan apabila pelayanan yang
diterima atau dirasakan lebih baik dari pelayanan yang diharapkan atau sama
dengan yang diterima, maka kualitas layanan dinilai positif oleh para pengguna.
Akan tetapi bila sebaliknya, maka layanan yang diberikan akan menimbulkan

permasalahan dikemudian hari.
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2.2.3 Indikator kualitas pelayanan publik
Menurut Hetereigonity (dalam Mukarom & Laksana, 2018:68-69) untuk
mengukur kualitas layanan yang diharapkan oleh pelanggan, perlu diketahui
kriteria, dimensi, atau indikator yang dipakai oleh pelanggan dalam menilai
pelayanan tersebut, di mana lima indikator kualitas layanan tersebut di antaranya
adalah sebagai berikut.
a) Tangibily
Yaitu penampilan fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi. Istilah
Tangible adalah bentuk pelayanan yang dapat dirasakan dan dilihat secara
langsung. Salah satu bentuk yang berbentuk tangible adalah fasilitas fisik,
fasilitas komunikasi hingga peralatan staf. Adapun kehadiran tangible, yaitu
memberikan kemudahan dalam proses pelayanan, dan menampilkan dalam
melayani masyarakat. Adapun fungsi dari tangible, yaitu memberikan
kenyamanan, dan memberikan kemudahan akses untuk masyarakat.
b) Realibility
Yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang menjanjikan secara
akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya. Reliability atau keandalan menjadi
salah satu indikator membangun kualitas pelayanan. Jadi, dikatakan memiliki
reliabilitas apabila memenuhi kecermatan dalam melayani masyarakat, dan
memiliki standar pelayanan yang jelas. Keandalan juga dapat dilihat dari
kemampuan organisasi dalam menggunakan alat bantu yang ada, fungsinya
untuk memproses pelayanan, sehingga memberikan kepuasan kepada

masyarakat.
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Responsiveness

Yaitu kemauan untuk membantu masyarakat dengan memberikan layanan
yang baik dan cepat. Pelayanan yang diberikan harus bersifat responsiveness.
Jadi butuh daya tanggap yang cepat terhadap perkembangan dan perubahan
selera masyarakat terhadap produk, barang atau keinginan masyarakat.
Pegawai yang memiliki responsiveness dapat ditandai dari kemampuan dalam
merespon masyarakat dengan baik, disertai dengan respon secara cermat,
cepat, dan tepat. Ketika ada masyarakat yang mengeluh, segera direspons dan
dibenahi.

Empathy

Yaitu berusaha untuk mengetahui dan mengerti kebutuhan masyarakat secara
individual, dengan memberikan perhatian kepada kebutuhan masyarakat.
Perhatian yang sangat membantu dalam membangun sebuah hubungan,
perhatian dan komunikasi antar orang lain. Bentuk perhatian sebenamya
berbentuk hal-hal kecil. Namun, memberikan dampak pengaruh yang luar
biasa kepada masyarakat. Adapun bentuk-bentuk perhatian, misalnya
melayani konsumen dengan sopan santun, ramah, menghargai siapapun itu
masyarakat, dan mendahulukan kepentingan masyarakat. Hal terpenting,
tidak boleh melayani dengan cara diskriminatif dan pilih kasih,

Assurance

Yaitu pengetahuan dan keramahtamahan personil dan kemampuan personil
untuk dapat dipercaya dan diyakini. Jika diperhatikan, khususnya untuk

barang atau jasa pelayanan yang memiliki daya kualitas tinggi, bentuk
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kualitas pelayanan berbentuk jaminan atau assurance. Sadar atau tidak,
jaminan sangat membantu meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat
kepada organisasi. Adapun ciri-ciri organisasi yang memberikan jaminan
kepada masyarakat. Pertama harus tepat waktu. Kedua jaminan diberikan
disesuaikan dengan pelayanan dan terakhir diberikan karena organisasi

memiliki legalitas.

2.3 Kerangka pemikiran

Kompensasi meruakan imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh
organisasi kepada pegawai, karena pegawai tersebut telah memberikan
sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan organisasi guna mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemberian kompensasi yang tepat dan
adil dapat memberikan semangat kerja kepada pegawai untuk bekerja lebih giat
dalam menghasilkan pelayanan yang berkualitas yang diharapkan oleh
masyarakat. Masalah kompensasi bukan hanya penting karena merupakan
dorongan utama seorang menjadi pegawai, tetapi masalah kompensasi ini penting
juga karena kompensasi yang diberikan ini besar pengaruhnya terhadap kualitas
pelayanan pegawai. Dengan demikian maka setiap organisasi harus dapat
menetapkan kompensasi yang paling tepat, schingga dapat menunjang tercapainya

tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Menurut Edison, dkk (2017:152-153) ada dua indikator untuk mengukur
kompensasi, yaitu: a) kompensasi bersifat normatif, dan b) kompensasi bersifat
kebijakan. Sedangkan menurut Hetereigonity dalam Mukarom dan Laksana

(2018:68-69) untuk mengukur kualitas layanan, ada beberapa aspek, yakni:



25

a) tangibily, b) realibility, ¢) responsiveness, d) empathy, dan e) assurance.

Dengan demikian dapat dibuat kerangkan pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1 kerangka pemikiran

Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo
Utara

KOMPENSASI (variabel X)

(Menurut Edison, dkk,
2017:152-153)

a) kompensasi bersifat
normatif
b) kompensasi bersifat

kebijakan

A4

KUALITAS PELAYANAN
(variable Y):

(Menurut Hetereigonity dalam

Mukarom  dan  Laksana,
2018:68-69):

a) tangibily

b) realibility

C) responsiveness
d) empathy, dan

€) assurance.
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2.4 Hipotesis
Berdasarkan pada rumusan masalah yang dikemukakan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
Ha: Kompensasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo Utara.
Ho: Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas

Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.
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BAB III
OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang
diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah
mengenai pengaruh kompensasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas
Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.

Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 3 (tiga) bulan pada Dinas

Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2 Desain penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode survei, yaitu penelitian yang menggunakan angka-
angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan
menggunakan kuesinoner sebagai alat pengumpulan data pokok.

Penelitian survei menurut Singarimbun dan Effendi (2016:3) adalah
penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner
sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan penelitian kuantitatif
menurut  Arikunto (2016:12) sesuai dengan namanya banyak dituntut
menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data

tersebut, serta penampilan dari hasilnya.
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3.3 Operasional variabel penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran maka yang menjadi operasional variabel
penelitian adalah sebagai berikut:

Kompensasi ialah merupakan sistem balas jasa yang diberikan oleh pihak
manajemen kepada orang-orang dalam organisasi sebagai balas jasa atas prestasi
yang telah diberikan kepada organisasi. Menurut Edison, dkk (2017:152-153) ada
dua indikator untuk mengukur kompensasi, yaitu: a) kompensasi bersifat
normatif, dan b) kompensasi bersifat kebijakan.

Kualitas pelayanan ialah hasil pelayanan yang dirasakan oleh penerima
layanan (masyarakat) yang dianggap telah memenuhi harapan dan kebutuhaan
yang mereka butuhkan. Menurut Hetereigonity dalam Mukarom dan Laksana
(2018:68-69) untuk mengukur kualitas layanan, ada beberapa aspek, yakni: a)
tangibily, b) realibility, ¢) responsiveness, d) empathy, dan €) assurance.

Tabel 3.1

Operasionalisasi variabel

Sub variabel dimensi indikator skala
Kompensasi | a) kompensasi - Pegawai diberikan gaji tepat | Ordinal
(variabelX) bersifat waktu dan sesuai dengan
(Menurut normatif jabatan dan kepangkatan yang

Edison, dkk, diduduki

2017:152- (Cucukinya

153) - Pegawai diberikan tunjangan

jabatan sesuai dengan beban
kerjanya

- Pegawai diberikan insentif
kalau  dianggap memiliki

prestasi kerja yang baik
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b) kompensasi
bersifat

kebijakan.

Pegawai diberi fasilitas
kendaraan untuk
mempermudah aktivitasnya
Pegawai diberi fasilitas
perumahan yang memadai
Kantor menyediakan fasilitas
lingkungan kerja (ruangan
kerja yang nyaman, teknologi
yang canggih, transportasi,
tempat ibadah, dan lain-lain)

Kualitas
Pelayanan
publik
(variabel Y)

(Menurut
Hetereigonity
dalam
Mukarom

dan Laksana,
2018:68-69):

a) tangibily

b) realibility

¢) responsiveness

d) empathy

Suasana kantor memberikan
rasa kenyamanan

Pegawai memberikan
kemudahan  akses  untuk
masyarakat.

Pegawai memiliki kecermatan
dalam melayani masyarakat
Pelayanan yang  diberikan
memiliki standar pelayanan
yang jelas

Ketika ada masyarakat yang
mengeluh, segera direspons
dan dibenahi oleh pegawai
Pegawai  mengetahui  dan
mengerti kebutuhan
masyarakat secara individual,
dengan memberikan perhatian
kepada kebutuhan masyarakat
Pegawai melayani masyarakat
dengan sopan santun, ramah,

menghargai  siapapun - itu

Ordinal |
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masyarakat, dan mendahulukan
kepentingan masyarakat

€) assurance - Pegawai memiliki pengetahuan
dan  keramahtamahan dan
kemampuan personil untuk

dapat dipercaya dan diyakini

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan
menggunakan skala Likert. Kuisioner dengan menyiapkan 5 (lima) pilihan yakni:
sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Setiap pilihan

akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak dalam tabel berikut ini:

3.4 Populasi

Populasi menurut Riduwan (2018:55) merupakan objek atau subjek yang
berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan
masalah penelitian. Dengan demikian populasi adalah keseluruhan objek yang
diamati yang memenuhi persyaratan atau fenomena yang sudah ditentukan
terlebih dahulu. Populasi sasaran yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh
pegawai yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, yakni
sebanyak 34 orang (yakni PNS = 23, P3K =11) dan masyarakat yang

membutuhkan pelayanan.

3.5 Sampel
Menurut Riduwan (2018:56) sampel adalah bagian dari populasi yang
mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Metode penarikan

sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh yakni semua anggota
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populasi diambil menjadi sampel, yakni sebanyak 34 orang. Menurut Riduwan
(2018:64) sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua
populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus. Untuk
anggota masyarakat penarikan sampelnya menggunakan teknik sampling
aksidental, yakni sebanyak 10 orang. Menurut Riduwan (2008:62) bahwa teknik
aksidental ialah penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa
saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan
karakteristik (ciri-cirinya), maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel
(responden). Dengan demikian jumlah sampel sebanyak 44 orang (34 + 10 = 44

orang).

3.6 Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden
tempat penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner tentang
kompensasi dan kualitas pelayanan.

2. Data sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain,
dan sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan

tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian dan lain-lain.

3.7 Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa

cara, antara lain:



32

1. Observasi yaitu, melihat secara langsung serta mencari informasi yang
ada kaitannya dengan penelitian.
2. Kuesioner yaitu, memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden

sebagai alat pengumpul data.

3.8 Prosedur penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan atau
obyektif sudah tentu diperlukan suatu instrument atau alat pengumpulan data yang
baik dan yang lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan handal (reliable).
Dan untuk dapat meyakini bahwa instrument atau alat ukur yang valid dan handal,
maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan
reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data objektif.

3.8.1 Uji validitas

Menurut Arikunto (2016:219) validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat kevalidan atau keahlian suatu instrument yang bersangkutan
mampu mengukur apa yang diukur. Uji validitas dilakukan dengan
mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-
masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien
korelasi, yakni pertanyaan yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium
(skor total) dan korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut
mempunyai validitas yang tinggi pula.

Selanjutnya dihitung dengan wji t dengan rumus:

rvn-2
Tllilung = _\]1__'
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Keterangan:
t = Nilai t hitung
n = Jumlah responden
r = Koefisien hasil r hitung

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan di
transformasikan kenilat t — student dan di bandingkan dengan tabel — t pada
derajat bebas (n-2), taraf signifikan yang dipilih ialah 5%. Bila milai t yang
diperoleh berdasarkan perhitungan nilainya lebih besar dari nilai t tabel maka
pertanyaan dikatakan valid, dan bila nilai t dibawah atau sama dengan nilai t tabel
maka pernyataan dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk mengetahui tingkat
validitas besarnya pengaruh dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk mengetahui
tingkat validitas beasarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya

koefisien korelasinya dengan menggunakan interpretasi koefisien korelasi, seperti

pada tabel 3.2.
Tabel 3.2
Interpretasi koefisien korelasi
r Keterangan
0,000 - 0,199 Korelasi sangat rendah
- 0,200 - 0,399 Korelasi rendah
0,400 - 0,699 Korelasi sedang
0,700 - 0,899 Korelasi tinggi
0,900 - 1,000 Korelasi sangat tinggi
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3.8.2 Uji reliabilitas
Menurut Sugiyono (2018: 121), instrument yang reliabel adalah instrument
yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan
menghasilkan data yang sama. Pengujian realibilitas menggunakan tes konsistensi
internal dengan rumus Cronbach Alpha (o). Cronbach Alpha dapat digunakan
untuk menguji reliabilitas instrument skala Likert (1 sampai 5) atau instrument
yang item-itemnya dalam bentuk esai, dengan kategori sebagai berikut:
1. Untuk jawaban (a), diber skor 5
2. Untuk jawaban (b), diberi skor 4
3. Untuk jawaban (c), diberi skor 3
4. Untuk jawaban (d), diberi skor 2
5. Untuk jawaban (e), diberi skor 1
Adapun perhitungan untuk pengujian reliabilitas dilaksanakan dengan

bantuan program komputer dan SPSS 20.00.

3.9 Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, karena
variabel yang terlibat dalam penelitian ini ada dua, yaitu kompensasi sebagai
variabel X, serta kualitas pelayanan publik sebagai variabel Y. Untuk mengetahui
adakah pengaruh antara kompensasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas

Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, digunakan rumus sebagai berikut.

Y =a+ b.X

TY - bYX
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran umum tempat penelitian

Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu unit kerja
Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 3,
TLD 221), Dinas Sosial mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial

b. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum tingkat
kabupaten di bidang kesejahteraan sosial,

c. Pembinaan teknis di bidang kesejahteraan Sosial;

Hal inilah yang menjadi prinsip yang sangat mendasar bagi Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo Utara yang mencerminkan kepedulian tentang
pembangunan kesejahteraan sosialnya dimana pada akhirnya akan dapat
menurunkan tingkat kemiskinan, dapat membentuk organisasi sosial yang peka
dengan kesejahteraan sosial hingga masa yang akan datang,

Sejalan dengan hal tersebut dalam melaksanakan serta mengembangkan
sektor sosial secara terpadu dan menyeluruh maka yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial yaitu melalui penanggulangan kemiskinan
dengan sasaran sebagai berikut ;

a. Mengurangi angka kemiskinan, dan membangun sumber daya manusia yang

di arahkan pada pembentukan masyarakat yang mandiri
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b. Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan
pembangunan ditingkat Kecamatan dan Desa, Penyebaran penduduk local
yang seimbang serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dilingkungan
masyarakat.

¢. Mendukung penguatan organisasi sosial untuk membantu permasalahan
sosial yang di hadapi.

Untuk itu, maka pembangunan di sektor sosial di Kabupaten Gorontalo
Utara diarahkan pada :

a. Upaya mendukung pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan sasaran
RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara 2018-2023.

b. Menjadikan Gorontalo Utara sebagai daerah dengan angka kemiskinan
terendah melalui pengembangan potensi masyarakat yang miskin agar dapat
selalu meningkatkan kesejahteraannya.

4.1.1 Kedudukan
Dinas sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang sosial
yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
4.1.2 Tugas pokok

a. Tugas Pokok
Dinas sosial mempunyai tugas sebagai perangkat daerah yang membantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang

kesejahteraan sosial.
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b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial

mempuyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis dibidang sosial,;

2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;

3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibidang sosial;
4) Pelaksanaan kesekretariatan, dan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL
KEPALA DINAS
Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial yang berada di bawah tanggung
jawab Bupati.
SEKRETARIAT
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan dan evaluasi,

keuangan, hubungan masyarakat.
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SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan petlengkapan, rumah

tangga, kepegawaian dan tata usaha.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA

Sub Bagian Program dan Data dipimpin oleh kepala sub bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana program bidang-
bidang, monitoring, evaluasi, veritikasi, pertanggungjawaban dan pengendalian
laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup dinas dan menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan

anggaran,

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
c¢. Penyiapan bahan penyusunan laporan;
d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh kepala sub

bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
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Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana
program bidang-bidang, monitoring, evaluasi, verifikasi, pertanggungjawaban
dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup dinas.
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh kepala bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui
sekretaris. Mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan jaminan social

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM

Seksi perlindungan sosial korban bencana alam dipimpin oleh Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

mempunyai tugas melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam dan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;

b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan
dan penguatan sosial;

¢. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik,
penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencan
alam;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
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SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang, mempunyai tugas perlindungan sosial korban bencana social.

SEKST JAMINAN SOSIAL KELUARGA

Seksi Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai
tugas melaksanakan jaminan sosial keluarga.
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR
MISKIN

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS

Seksi Identifikasi dan penguatan kapasitas dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
mempunyai tugas melaksanakan Identifikasi dan penguatan kapasitas.
SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT, PENYALURAN
BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN

Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Masyarakat, Penyaluran Bantuan

Stimulan dan Penataan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di
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bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas
melaksanakan pemberdayaan sosial masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan
dan Penataan Lingkungan.
SEKSI KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI
SOSIAL

Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan Kelembagaan, Kepahlawanan
Dan Restorasi Sosial.

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,

mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi social.

SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA DILUAR
PANTI DAN/ ATAU LEMBAGA
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Diluar Panti Dan/ Atau
Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan Rehabilitasi Sosial

Anak Dan Lanjut Usia Diluar Panti Dan/ Atau Lembaga.
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SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
DILUAR PANTI DAN/ ATAU LEMBAGA
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti Dan/ Atau
Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Diluar Panti Dan/ Atau Lembaga.
SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG
Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

dan Korban Perdagangan.

4.2 Hasil penelitian

Penelitian ini melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen
kompensasi dan kualitas pelayanan publik. Pengukuran terhadap instrumen
kompensasi (variabel X) digunakan instrumen dengan mengacu pada pendapat
Edison, dkk (2017:152-153). Kemudian untuk pengukuran instrumen terhadap
kualitas pelayanan publik (variabel Y) digunakan instrumen dengan mengacu
pada pendapat Hetereigonity yang dikutip Mukarom dan Laksana, 2018:68-69).
Untuk kepentingan penelitian ini, instrumen tersebut perlu diuji validitas dan
reliabilitas sebagai syarat kelayakan penggunaan kedua kuesioner tersebut sesuai

dengan konteks dimana penelitian dilakukan.
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4.2.1 Hasil uji validitas dan reliabilitas kompensasi
Telah ditegaskan sebelumnya bahwa pengukuran instrumen kompensasi
(variabel X) digunakan kuesioner dengan mengacu pada pendapat Edison, dkk
(2017:152-153), yang perlu diuji kelayakan melalui analisis validitas dan
reliabilitas. Kuesioner berisi enam pertanyaan, yang kemudian diuji validitas dan
reliabilitasnya kepada 44 responden, dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil uji validitas kompensasi (variabel X)

Pertanyaan | 1 pbe= 0,304 | T hitung Kesimpulan
1 0,304 0,514 valid
2 0,304 0,524 valid
3 0,304 0,679 valid
4 0,304 0,532 valid
5 0,304 0,558 valid
6 0,304 0,352 valid

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Hasil olahan data pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa untuk mengukur
variabel X (kompensasi), terdapat enam pertanyaan yang diajukan. Keenam
pertanyaan tersebut, semuanya memiliki nilai r hitung lebih besar daripada nilai r
tabel = 0,304 (nilai r hitung > r tabel), sehingga dapat diputuskan bahwa keenam
pertanyaan untuk mengukur variabel X (kompensasi), semuanya disimpulkan
valid.

Setelah dilakukan wji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Uji
reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat
pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten, jika pengukuran

tersebut diulang. Dalam program SPSS, metode yang sering digunakan untuk uji
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reliabilitas adalah dengan menggunakan metode Crorbach’s Alpha, di mana
hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Uji reliabilitas kompensasi (variabel X)

N (jumlah
Cronbach's Alpha pertanyaan)
0,772 6

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel uji reliabilitas menunjukkan bahwa ada enam pertanyaan yang
diajukan untuk mengukur variabel X (kompensasi), dan berdasarkan hasil
pengujian melalui metode cronbach’s alpha, didapat nilai sebesar 0,772. Nilai ini
lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, sehingga cronbach's alpha = 0,772 >
0,60). Hal ini berarti bahwa semua pertanyaan variabel X (kompensasi) dikatakan

reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

4.2.2 Hasil uji reliabilitas dan reliabilitas kualitas pelayanan publik
Untuk pengukuran instrumen kualitas pelayanan publik (variabel Y)
digunakan kuesioner dengan mengacu pada pendapat Hetereigonity yang dikutip
Mukarom dan Laksana, 2018:68-69), yang perlu diuji kelayakan melalui analisis
validitas dan reliabilitas, Kuesioner berisi delapan pertanyaan, yang kemudian
diuji validitas dan reliabilitasnya kepada 44 responden, dan hasilnya sebagai

berikut:



46

Tabel 4.3 Hasil uji validitas kualitas pelayanan publik (variabel Y)
Pcrtanyaan | T per= 0,304 | T pitung | Kesimpulan |
1 0,304 0,412 valid
2 0304| 0,568 valid
3 0,304 0,626 valid
4 0,304 0,589 valid
5 0,304 0,656 valid
6 0,304 0,395 valid
7 0,304 0,703 valid
8 0,304 0,597 valid

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Hasil olahan data pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa untuk mengukur
kualitas pelayanan publik (variabel Y), terdapat delapan pertanyaan yang
diajukan. Kedelapan pertanyaan tersebut, semuanya memiliki nilai r hitung lebih
besar daripada nilai r tabel = 0,304 (nilai r hitung > r tabel), sehingga dapat
diputuskan bahwa kedelapan pertanyaan untuk mengukur kualitas pelayanan
publik (variabel Y), semuanya disimpulkan valid.

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Dalam
program SPSS, metode yang sering digunakan untuk uji reliabilitas adalah dengan
menggunakan metode Cronbach’s Alpha, di mana hasilnya dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 4.4 Uji reliabilitas kualitas pelayanan publik (variabel Y)

N (umiah
Cronbach's Alpha pertanyaan)
0.816 8

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024
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Pada tabel uji reliabilitas menunjukkan bahwa ada delapan pertanyaan yang
diajukan untuk mengukur kualitas pelayanan publik (variabel Y), dan berdasarkan
hasil pengujian melalui metode cronbach’s alpha, didapat nilai sebesar 0,816.
Nilai ini lebth besar dari nilai standar yakni 0,60, sehingga cronbach’s alpha =
0,816 > 0,60). Hal ini berarti bahwa semua pertanyaan kualitas pelayanan publik
(variabel Y) dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data dalam

penelitian ini.

4.3 Gambaran tanggapan responden

Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap
kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi
atau gambaran variabel penelitian penting untuk melihat sebaran jawaban
responden untuk setiap butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Adapun
gambaran dari jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan dapat

diuraikan sebagai berikut;

4.3.1 Kompensasi (variabel X)
Berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner yang diedarkan,
diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel kompensasi (X)

sebagaimana dapat dilihat pada tabel benkut:
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Tabel 4.5 Tanggapan responden tentang pegawai diberikan gaji tepat waktu dan
scsuai dengan jabatan dan kepangkatan yang didudukinya

Pertanyaan 1
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 19 43.2
B Setuju 21 47.7
C Ragu-ragu 4 9.1
D Tidak setuju 0 0
E Sangat tidak setuju 0 0
Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang pegawai diberikan gaji tepat
waktu dan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan yang didudukinya, dapat
diketahui bahwa sebagian besar tesponden yakni 21 orang atau 47.7%
mengatakan setuju, sechingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegawai
sudah diberikan gaji tepat waktu dan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan yang
didudukinya.

Tabel 4.6 Tanggapan responden tentang pegawai diberikan tunjangan jabatan
sesuai dengan beban kerjanya

Pertanyaan 2
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 22 50.0
B Setuju 18 40.9
"C | Ragu-ragu 4 9.1
| Tidak setuju 0 0
E Sangat tidak setuju 0 0
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Jumlah 44 100% J

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang pegawai diberikan tunjangan
jabatan sesuai dengan beban kerjanya, dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden yakni 22 orang atau 50.0% mengatakan sangat setuju, sehingga dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pegawai selalu diberikan tunjangan jabatan
sesuai dengan beban kerjanya.

Tabel 4.7 Tanggapan responden tentang pegawai diberikan insentif kalau
dianggap memiliki prestasi kerja yang baik

Pertanyaan 3
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 19 432
B Setuju 19 432
C Ragu-ragu 5 11.4
D Tidak setuju 1 23
E Sangat tidak setuju 0 0
Jumlah 44 100%

“Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024
Berdasarkan tanggapan responden tentang pegawai diberikan insentif kalau
dianggap memiliki prestasi kerja yang baik, dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden yakni 19 orang atau 43.2% mengatakan sangat setuju dan setuju,
sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegawai selalu diberikan

insentif kalau dianggap memiliki prestasi kerja yang baik.
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Tabel 4.8 Tanggapan responden tentang pegawai diberi fasilitas kendaraan untuk
mempermudah aktivitasnya

Pertanyaan 4
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)

A Sangat setuju 13 295 |
B Setuju 21 47.7
& Ragu-ragu 9 20.5
D Tidak setuju 1 23
E Sangat tidak setuju 0 0

. Jumlah 44 100%

Sumber; Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang pegawai

diberi fasilitas

kendaraan untuk mempermudah aktivitasnya, dapat diketahui bahwa sebagian
besar responden yakni 21 orang atau 47.7% mengatakan setuju, sehingga dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pegawai sudah diberi fasilitas kendaraan untuk
mempermudah aktivitasnya.

Tabel 4.9 Tanggapan responden tentang pegawai diberi fasilitas perumahan yang

memadai
Pertanyaan 5
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)

A Sangat setuju 8 18.2

B Setuju 15 34.1
- C Ragu-ragu 16 364
D Tidak setuju B 5 114 |

E Sangat tidak setuju 0 - 0

Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024




61

Berdasarkan tanggapan responden tentang pegawai diberi fasilitas
perumahan yang memadai, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni
16 orang atau 36.4% mengatakan ragu-ragu, schingga dengan demikian dapat
dikatakan bahwa tidak semua pegawai diberi fasilitas perumahan yang memadai.

Tabel 4.10 Tanggapan responden tentang kantor menyediakan fasilitas lingkungan
kerja (ruangan kerja yang nyaman, teknologi yang canggih,
transportasi, tempat ibadah, dan lain-lain)

Pertanyaan 6
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 3 6.8
B Setuju 7 15.9
C Ragu-ragu 20 45.5
D Tidak setuju 14 31.8
E Sangat tidak setuju 0 0
Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang kantor menyediakan fasilitas
lingkungan kerja (ruangan kerja yang nyaman, teknologi yang canggih,
transportasi, tempat ibadah, dan lain-lain), dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden yakni 20 orang atau 45.5% mengatakan setuju, sehingga dengan
demikian dapat dikatakan bahwa kantor kurang menyediakan fasilitas lingkungan
kerja (ruangan kerja yang nyaman, teknologi yang canggih, transportasi, tempat

ibadah, dan lain-lain).
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Selanjutnya berdasarkan hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang

diedarkan, diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel kualitas

pelayanan publik (Y) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang suasana kantor memberikan rasa

kenyamanan
Pertanyaan 1
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)

A | Sangat setuju 14 31.8

B Setuju 22 50.0

C Ragu-ragu 7 15.9

D Tidak setuju 1 23
E Sangat tidak setuju 0 0

Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang suasana kantor memberikan rasa

kenyamanan, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 22 orang

atau 50.0% mengatakan setuju, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa

suasana kantor sudah memberikan rasa kenyamanan.
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Tabel 4.12 Tanggapan responden tentang pegawai memberikan kemudahan akses

untuk masyarakat

Pertanyaan 2
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 21 477
B Setuju 19 432
C Ragu-ragu 4 9.1
D Tidak setuju 0 0
E Sangat tidak setuju 0 0
Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang pegawai memberikan kemudahan

akses untuk masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni

21 orang atau 47.7% mengatakan sangat setuju, sehingga dengan demikian dapat

dikatakan bahwa pegawai selalu memberikan kemudahan akses untuk masyarakat.

Tabel 4.13 Tanggapan responden tentang pegawai memiliki kecermatan dalam
melayani masyarakat

Pertanyaan 3
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 22 50.0
B Setuju 19 432
C Ragu-ragu 3 - 6.8
D Tidak setuju 0 0 ]
E Sangat tidak setuju 0 0
- Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024
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Berdasarkan tanggapan responden tentang pegawai memiliki kecermatan
dalam melayani masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
yakni 22 orang atau 50.0% mengatakan sangat setuju, sehingga dengan demikian
dapat dikatakan bahwa pegawai selalu memiliki kecermatan dalam melayani
masyarakat.

Tabel 4.14 Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan memiliki
standar pelayanan yang jelas

Pertanyaan 4
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 18 40.9
B Setuju 20 45.5
C Ragu-ragu 6 13.6
D Tidak setuju 0 0
E Sangat tidak setuju 0 0
Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan
memiliki standar pelayanan yang jelas, dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden yakni 20 orang atau 45.5% mengatakan setuju, sehingga dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan sudah memiliki

standar pelayanan yang jelas.
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Tabel 4.15 Tanggapan responden tentang ketika ada masyarakat yang mengeluh,
segera direspons dan dibenahi oleh pegawai

Pertanyaan 5
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 21 477
B Setuju 8 18.2
C Ragu-ragu 15 34.1
D Tidak setuju 0 0
E Sangat tidak setuju 0 0
Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang ketika ada masyarakat yang

mengeluh, segera direspons dan dibenahi oleh pegawai, dapat diketahui bahwa

sebagian besar responden yakni 21 orang atau 47.7% mengatakan sangat setuju,

sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika ada masyarakat yang

mengeluh,

sudah segera direspons dan dibenahi oleh pegawai. Namun, masih

cukup besar responden yang mengatakan ragu-ragu.

Tabel 4.16

Tanggapan responden tentang pegawai mengetahui dan mengerti
kebutuhan masyarakat secara individual, dengan memberikan
perhatian kepada kebutuhan masyarakat

Pertanyaan 6
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 7 159
B Setuju 27 61.4
C Ragu-ragu 10 227
- D | Tidak setuju 0 0 y
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E Sangat tidak setuju 0 0

Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang pegawai mengetahui dan
mengerti kebutuhan masyarakat secara individual, dengan memberikan perhatian
kepada kebutuhan masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
yakni 27 orang atau 61.4% mengatakan setuju, sehingga dengan demikian dapat
dikatakan bahwa pegawai sudah mengetahui dan mengerti kebutuhan masyarakat
secara individual, dengan memberikan perhatian kepada kebutuhan masyarakat.
Namun, masih cukup besar responden yang mengatakan ragu-ragu.

Tabel 4.17 Tanggapan responden tentang pegawai melayani masyarakat dengan
sopan santun, ramah, menghargai siapapun itu masyarakat, dan
mendahulukan kepentingan masyarakat

Pertanyaan 7
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 18 409
B Setuju 23 52.3
C  |Ragu-ragu 3 6.8
D Tidak setuju 0 0
E Sangat tidak setuju 0 0
Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang pegawai melayani masyarakat
dengan sopan santun, ramah, menghargai siapapun itu masyarakat, dan

mendahulukan kepentingan masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar
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responden yakni 23 orang atau 52.5% mengatakan setuju, sehingga dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pegawai sudah melayani masyarakat dengan
sopan santun, ramah, menghargai siapapun itu masyarakat, dan mendahulukan
kepentingan masyarakat.

Tabel 4.18 Tanggapan responden tentang pegawai memiliki pengetahuan dan
keramahtamahan dan kemampuan personil untuk dapat dipercaya

dan diyakini
Pertanyaan 8
Alternatif Pilihan Frekuensi (F) | Persentase (%)
A Sangat setuju 15 341
Setuju 23 52.3
C Ragu-ragu 6 13.6
D Tidak setuju 0 0
E Sangat tidak setuju 0 0
Jumlah 44 100%

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Berdasarkan tanggapan responden tentang pegawai memiliki pengetahuan
dan keramahtamahan dan kemampuan personil untuk dapat dipercaya dan
diyakini, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 23 orang atau
52.3% mengatakan setuju, schingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa
pegawai sudah memiliki pengetahuan dan keramahtamahan dan kemampuan

personil untuk dapat dipercaya dan diyakini

4.4 Hasil uji statistik
Analisis regresi dalam penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh antara

dua variabel penelitian, yakni kompensasi (variabel X) terhadap kualitas
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pelayanan publik (variabel Y). Analisis regresi sedarhana merupakan peramalan
yang berguna untuk meramalkan atau memprediksi variabel kualitas pelayanan
publik (variabel Y) apabila variabel kompensasi (variabel X) diketahui. Hasil
penelitian dengan uji regresi sederhana dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.19 Model koefisien kompensasi terhadap kualitas pelayanan publik

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 11.397 2.148 5.305 .000
Kompensasi .962 .090 855 10.668 .000
(variabel X)

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik (variabel Y)
Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel 4.19, didapat nilai a (bilangan konstanta) dan nilai b (koefisien
regresi kualitas pelayanan publik), sehingga dapat dibuatkan persamaan regresi
sederhana antara kompensasi (variabel X) dan kualitas pelayanan publik (variabel
Y), sebagai berikut:

Y =a+b.X

Y = 11,397 + 0,962. X

Konstanta sebesar 11,397 mengandung makna bahwa jika tidak ada
kenaikan nilai kompensasi (varniabel X), maka nilai kualitas pelayanan publik
(variabel Y) adalah 11,397. Koefisien regresi sebesar 0,962, bermakna bahwa
setiap penambahan (karena tanda +) satu skor atau nilai kompensasi (variabel X)
akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,962.

Uji hipotesis menggunakan uji koefisien regresi sederhana (p-value),

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara
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signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti pengaruh yang
terjadi dapat berlaku untuk populasi. Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.19
dapat diketahui dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut:
a) Menentukan Hipotesis
Ha: Kompensasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas
Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.
Ho: Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di
Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.
b) Membandingkan taraf signifikansi (p-value), dengan nilai probabilitas
» Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas
Sig atau (0,05 < Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak
signifikan.
« Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas
Sig atau (0,05 > Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.
Hasil perbandingan:
Terlihat bahwa kolom Sig (signifikansi) pada tabel 4.19 coefficients variabel
YX ternyata nilai probabilitas Sig = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05
atau nilai 0,05 > 0,000, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien
regresi adalah signifikan.
Dengan demikian disimpulkan bahwa:
Ha: Kompensasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial

Kabupaten Gorontalo Utara, diterima.
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompensasi yang diberikan
kepada pegawai, dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan
kepada warga masyarakat. Pemberian kompensasi sangat penting dilakukan untuk
mendorong dan membangun tanggungjawab pegawai dalam pelaksanaan
tugasnya. Salah satu tujuan pemberian kompensasi kepada pegawai ialah untuk
peningkatakan kesejahteraan pegawai, yang pada akhimya diharapkan dapat
meningkatkan disiplin dan kualitas kerja kerja pegawai, sehingga mereka akan

bekerja lebih giat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.5 Pembahasan hasil penelitian

Pegawai merupakan unsur yang terpenting dalam setiap organisasi,
termasuk organisasi pemerintahan seperti Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
Utara. Hal ini disebabkan karena pegawai tersebut merumuskan seluruh strategi
dan tujuan organisasi. Tanpa orang-orang yang memiliki keahlian atau
kompetensi, maka sangat sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.
Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya, seperti
keuangan, mesin peralatan kantor, dan metode kerja dapat berjalan. Banyaknya
keunggulan yang dimiliki organisasi, tidak akan dapat memaksilmalkan kualitas
pelayanan tanpa adanya sckelompok pegawai yang memiliki keahlian,

kompetensi, dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi tempat mereka bekerja.

Dalam mengelola sebuah organisasi, pasti akan mengelola berbagai sumber
daya untuk meraih tujuan organisasi yang dikelolanya. Sumber daya yang dimiliki
oleh organisasi yang paling penting ialah sumber daya manusia. Artinya bahwa

sumber daya manusia merujuk kepada orang-orang yang bekerja di dalam
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organisasi itu. Apabila para pimpinan terlibat dalam aktivitas sumber daya
manusia sebagai bagian dari pekergaannya, mereka berupaya memfasilitasi
konstribusi yang disodorkan oleh orang-orang untuk mencapai rencana dan
strategi organisasi. Ini berarti upaya sumber daya manusia akan bermuara pada
kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang senantiasa ada di dalam setiap
organisasi. Mereka inilah yang bekerja membuat tujuan, mengadakan inovasi, dan

mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan bersama-sama.

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara,
tentunya perlu dilakukan pengembangan pegawai, maka dilaksanakan berbagai
kebijaksanaan yang pada intinya untuk menciptakan sosok aparatur yang handal,
profesional, efisien, efektif serta tanggap, untuk mendukung administrasi
pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan
fungsi penyelenggara pemerintah dan pembangunan. Salah satu cara manajemen
meningkatkan kualitas kerja pegawainya adalah dengan pemberian kompensasi
sebagai balas jasa untuk mereka. Sebelum kompensasi diberikan, terlebih dahulu
dilakukan proses kompensasi, yaitu suatu jaringan berbagai sub-proses untuk
memberikan balas jasa kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk
memotivasi mereka agar mencapai prestasi yang diinginkan. Kompensasi sering
juga diartikan sebagai “balas jasa” yang diberikan oleh instansi atau organisasi-
organisasi kepada aparatur yang dapat dinilai dengan materi maupun non mateti

seperti promosi jabatan, fasilitas rumah, kendaraan dan lain sebagainya.

Masalah kompensasi bukan hanya penting karena merupakan dorongan

utama seorang menjadi pegawai, tetapi masalah kompensasi ini penting juga
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karena kompensasi yang diberikan ini besar pengaruhnya terhadap hasil kerja
pegawai, semangat dan kegairahan kerja para pegawai, sebagaimana dikatakan
oleh Flippo dalam Bahri, dkk (2021) mengatakan bahwa salah satu bentuk
kompensasi ialah berupa tunjangan yang bertujuan untuk membuat pegawai
mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka panjang. Dengan demikian,
maka setiap organisasi harus dapat menetapkan kompensasi yang paling tepat,
sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan organisasi secara lebih efektif dan
efisien. Kompensasi bukanlah masalah sederhana, akan tetapi cukup kompleks
sehingga setiap organisasi hendaknya dapat mempunyai suatu pedoman dalam
menetapkan kompensasi yang tepat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa aparatur sipil negara selain
berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan
tanggung jawabnya, juga berhak memperoleh kompensasi dalam bentuk

tunjangan tambahan penghasilan.

Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara juga telah memberikan
kompensasi kepada pegawainya yang dianggap telah melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya, yakni memberikan pelayanan yang berkualitas kepada warga
masyarakat. Hasil penelitian tentang pengaruh kompensasi terhadap kualitas
pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada

tabel berikut,

Tabel 4.20 Tingkat signifikansi antara kompensasi terhadap kualitas pelayanan
publik
Model R R Square Adjusted R | Std. Error of
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Square the Estimate |
1 855° 730 724 1.87955
Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2024

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai R Square = 0,730 atau 73,0%,
artinya bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di
Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 0,730 atau 73,0%. Bila nilai
tersebut dibandingkan dengan kriteria keeratan pengaruh variabel X ke variabel Y,
maka berada pada kategori tinggi (keterangan ada pada table 3.2). Angka tersebut
mempunyai maksud bahwa pengaruh kompensasi (X) terhadap kualitas pelayanan
publik yakni sebesar 73,0%. Sisanya sebesar 0,270 atau 27,0% dipengaruhi oleh
variable luar. Hasil penelitian ini sesuia dengan hasil kajian yang dilakukan oleh
Angliawati (2016), yakni pentingnya pemberian remunerasi dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Dimana pegawai diharapkan berkomitmen
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya karena
tujuan remunerasi yang diterima sudah cukup dan sesuai dengan beban
pekerjaannya dan nantinya hal ini menciptakan pegawai semangat dalam
memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Sehingga akan terwujud
suatu pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum semua pegawai diberi
fagilitas perumahan yang memadai, dan penyediaan fasilitas lingkungan kerja,
seperti ruangan kerja yang nyaman dan teknologi yang canggih belum maksimal.
Hal ini tentunyan akan berampak kurang baik pada pengembangan diri pegawai
ke depannya, sebagaimana dikatakan oleh Dahar, dkk (2021) bahwa lingkungan

kerja merupakan kehidupan sosial, psikologis dan fisik dalam melakukan aktivitas
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setiap harinya yang berpengaruh terhadap pekerjaan dalam melaksanakan
tugasnya. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam
menciptakan kinerja pegawai, karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh
langsung terhadap pegawai di dalam menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya
akan meningkatkan kinerja organisasi. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan
baik, apabila pegawai dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, schat, aman,
dan nyaman. Oleh karena itu penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang
baik akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan nyaman
memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja optimal. Jika pegawai menyenangi
lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat
kerjanya, melakukan aktivitasnya sehingga waktu kerja yang tidak memadai akan
dapat menurunkan kinerja pegawai dan pada akhirnya dapat menurunkan kualitas

pelayanannya.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan
dalam penelitian ini, yakni:

Kompensasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 0,730 atau 73,0%. Nilai tersebut mempunyai
maksud bahwa pengaruh kompensasi (X) terhadap kualitas pelayanan publik
yakni sebesar 73,0%. Sisanya sebesar 0,270 atau 27,0% dipengaruhi oleh variable
luar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum semua pegawai diberi
kompensasi berupa perumahan yang memadai, kemudian belum semua pegawai
merasakan lingkungan kerja yang menyenangkan, seperti ruangan kerja yang
nyaman dan teknologi yang canggih, serta belum semua pegawai mendapat

fasilitas kendaraan untuk mempermudah aktivitasnya.

5.2 Saran
Dari kesimpulan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sebaiknya memberikan
perhatian yang lebih serius dalam dalam memberikan kompensasi kepada
pegawainya yang dianggap memiliki prestasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Artinya kepala dinas dalam memberikan
kompensasi kepada pegawainya haruslah disesuaikan dengan kebutuhan
pegawai yang Dbersangkutan dan berdasarkan pretsasi  yang

ditunjukkannya.
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2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sebaiknya lebih
mengefektifkan pemberian kompensasi tidak langsung karena belum
maksimal berdasarkan tanggapan responden, seperti lingkungan kerja
nyamana, fasilitas perumahan dan transportasi. Untuk itu, kepala dinas
harus selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi yang diterima oleh
pegawai. Hal ini penting agar dapat menmbulkan semangat kerja pegawai
dan terhindar dari risiko timbulnya ketidakefektifan pegawai dalam

bekerja.
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DAFTAR KUESIONER

PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. Petunjuk Pengisian

a. Pilih salah satu dari 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi

dan keadaan yang sebenarnya.

b. Berilah tanda centang (V) atau tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang
bapak/ibu pilih.

IL. Pertanyaan

No.
Pertanyaan

KOMPENSASI
(variabel X)

Alternatif Jawaban

SL

SR

KK

J

TP

1

Pegawai diberikan gaji tepat waktu dan
sesuai dengan jabatan dan kepangkatan yang
didudukinya

Pegawai diberikan tunjangan jabatan sesuai
dengan beban kerjanya

(U8

Pegawai diberikan insentif kalau dianggap
memiliki prestasi kerja yang baik

Pegawai diberi fasilitas kendaraan untuk
mempermudah aktivitasnya

Pegawai diberi fasilitas perumahan yang
memadai

Kantor menyediakan fasilitas lingkungan
kerja  (ruangan kerja yang nyaman,
teknologi yang canggih, transportasi, tempat
ibadah, dan lain-lain)




No KUALITAS PELAYANAN Alternatif Jawaban
Pertanyaan (VARIABEL Y) SL |SR |KK|J | TP
1 Suasana  kantor  memberikan  rasa
| Kenyamanan
2 Pegawai memberikan kemudahan akses
untuk masyarakat.
3 Pegawai memiliki kecermatan dalam
melayani masyarakat
4 Pelayanan yang diberikan memiliki standar
pelayanan yang jelas
5 Ketika ada masyarakat yang mengeluh,
segera direspons dan dibenahi oleh pegawai
6 Pegawai  mengetahui dan  mengerti
kebutuhan masyarakat secara individual,
dengan memberikan perhatian kepada
kebutuhan masyarakat
! Pegawai melayani masyarakat dengan
sopan santun, ramah, menghargai siapapun
itu  masyarakat, dan mendahulukan
kepentingan masyarakat
8 Pegawai memiliki pengetahuan dan
keramahtamahan dan kemampuan personil
untuk dapat dipercaya dan diyakini
Keterangan

Bobot penilaian:

(SL) Selalu
(SR) Sering

(KK) Kadang-kadang

(J) Jarang

(TP) Tidak pernah

— DN W A




OLAHAN DATA STATISTIK

= KOMPENSASI

Variabel X

Nomor

Jumlah
Total

23

25

30
26

22
28

25

27

22
19
25

24
21

25

30
26
27

25

22

26
20
24

17
27

29
2]

19
24
25

18
22
26
24
20

24
23

['e}

Responden

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32
33

34
35

36




37 4 4 5 5 4 3 25
38 S S 4 4 4 2 24
39 5 5 5 4 3 3 25
40 4 4 4 4 3 2 21
41 4 4 3 3 2 2 18
42 5 4 4 3 4 4 24
43 3 3 3 4 3 3 19
44 5 5 4 4 2 2 22

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Variabel X = Kompensasi

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of [tems

A72

6

Item-Total Statistics

Cronbach's

Scale Mean if | Scale Variance if| Corrected Item- | Squared Multiple |  Alpba if item

Item Deleted [tem Deleted | Total Correlation Correlation Deleted
VARO0001 19.2727 7.831 514 523 741
VAR00002 19.2045 7.748 524 542 .7391
VAR00003 19.3409 6.835 .679 .542 .696
VARO0004 19.5682 7.274 .532 486 734
VAR00005 20.0455 6.696 .558 496 .728
VAR00006 20.6364 7.632 .352 .389 .785




KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Variabel Y
Nomor

Jumlah

37
36
40

37
35

38
36
37
34
31

35

37
33
37
40

36
39
36
32
37
31

33

29

38
39
32
29

35

34
28

31

37
35
30
34
32
36
34

8

1

Responden

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

24

25

26
27

28

29

30
31

32
33
34
35

36
37
38




39 415|554l 4]s5]a 36
40 4 1413444473 30
41 3134413334 27
42 31313334313 25
43 4 14443344 30
44 515131313455 33

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Variabel Y = Kualitas Pelayanan Publik

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of ltems

.816

Item-Total Statistics

Cronbach's
Scale Mean if | Scale Variance if| Corrected ltem- Squared Multiple |  Alpha if Item
Item Deleted ltem Deleted | Total Correlation Correlation Deleted
VARO0001 30.0000 11.163 412 .230 .844
VARO00002 29.7273 10.017 .568 .395 .790
VARO00003 29.6818 9.943 .626 633 .783
VARO0004 29.8409 9.765 .589 .503 787
VARO00005 29.8182 9.175 .656 524 776
VARO0006 30.0455 10.789 .395 .316 .813
VAR00007 29.7727 9.761 .703 .641 773
VARO00008 29,9091 9.852 .597 .600 .786




JUMLAH TOTAL VARIABEL X DAN Y

Variabel Y = |
Nomor Variabel X = KUALITAS
Responden | KOMPENSASI | PELAYANAN
PUBLIK

1 23 37
2 25 36
3 30 40
4 26 37
5 22 35
6 28 38
7 25 36
8 27 37
9 22 34
10 19 31
11 25 35
12 24 37
13 21 33
14 25 37
15 30 40
16 26 36
17 27 39
18 25 36
19 22 32
20 26 37
21 20 31
22 24 33
23 17 29
24 27 38
25 29 39
26 21 32
27 19 29
28 24 35
29 25 34
30 18 28
31 22 31
32 26 37
33 24 35
34 20 30
35 24 34




36 23 32
37 25 36
38 24 34 |
39 25 36
40 21 30
41 18 27
42 24 25
43 19 30
44 22 33 |
Variabel X = KOMPENSASI
Frequency Table
nomor 1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 3.00 4 2.1 .1 9.1
4.00 21 47.7 47.7 56.8
5.00 19 43.2 43.2 100.0
Total 44 100.0 100.0
nomor 2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid  3.00 4 9.1 9.1 9.1
4.00 18 40.9 40.9 50.0
5.00 22 50.0 50.0 100.0
Total 44 100.0 100.0




nomor 3

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Velid  2.00 1 2.3 2.3 2.3
3.00 5 11.4 11.4 13.6
4.00 19 43.2 43.2 56.8
5.00 19 43.2 43.2 100.0
Total 44 100.0 100.0
nomor 4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid  2.00 1 2.3 23 23
3.00 9 20.5 20.5 22.7
4.00 21 47.7 47.7 70.5
5.00 13 29.5 29,5 100.01
Total 44 100.0 100.0
nomor 5
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid  2.00 5 11.4 11.4 1.4
3.00 16 36.4 36.4 47.7
4.00 15 34.1 36.4 84.1
5.00 8 18.2 15.9 100.0§
Total 44 100.0 100.0




Regression

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N
Kualitas Pelayanan Publik 34.1136 3.57781 44
(variabel Y)
Kompensasi (variabel X) 23.6136 3.17853 44
Correlations
Kualitas
Pelayanan Publik| Kompensasi
(variabel Y) (variabel X)
wPearson Correlation Kualitas Pelayanan Publik 1.000 .855
(variabel Y)
Kompensasi {variabel X) .855 1.000}
Sig. (1-tailed) Kualitas Pelayanan Publik .000'
(variabel Y)
Kompensasi (variabel X) .000
N Kualitas Pelayanan Publik 44 44
(variabel Y)
Kompensasi (variabel X) 44 44

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .8552 730 724 1.87955 1.655|

a. Predictors: (Constant), Kompensasi (variabel X)

b. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik (variabel Y)



ANOVAP

lModel Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 402.058 1 402.058 113.811 .0002
Residual 148.373 42 3.533
Total 5560.432 43
a. Predictors: (Constant), Kompensasi (variabel X)
b. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik (variabel Y)
Coefficients?
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 11.397 2.148 5.305 .000
Kompensasi .962 .090 .855 10.668 .000
(variabel X)

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik (variabel Y)
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